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PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Tigaraksa yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Panjang,  07  Januari  1977,

agama  Islam,  pekerjaan  asisten  rumah  tangga,

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman  di  XXXXXXXX,  Kota  Tangerang  Selatan,

Provinsi Banten, sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Majalengka,  16  Oktober  1983,

agama  Islam,  pekerjaan  tidak  bekerja,  pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota

Tangerang  Selatan,  Provinsi  Banten.  Namun  saat  ini

tidak  diketahui  lagi  alamat  dan  tempat  tinggalnya

dengan  jelas  dan  pasti  baik  di  wilayah  Republik

Indonesia  maupun  di  luar  negeri  (ghoib), sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan mempelajari

alat bukti  di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2021

telah  mengajukan  Gugatan  Cerai,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan
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Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  dengan  Nomor  XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs,

tanggal 17 September 2021,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.    Bahwa  Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah

melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016,

yang dicatat  di hadapan  Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Banjarsari,  Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten,

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/25/IV/2016 tertanggal

18 April 2016;

2.    Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat bertempat tinggal  terakhir di Jl. H. Kuming Kp. Bulak Barat RT.

007 RW. 001 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang

Selatan, Provinsi Banten;

3.    Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

belum melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul);

4.    Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

harmonis dan tidak ada pertengkaran namun pada tanggal 29 Februari

2016  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  sampai  saat  ini

Tergugat tidak diketahui  alamatnya yang jelas dan pasti baik di wilayah

Republik Indonesia maupun di luar negeri (ghoib);

5.    Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  keras  mencari  Tergugat,

kemudian Penggugat  mencari  keberadaan Tergugat,  namun Penggugat

tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk

menguatkan  gugatannya  Penggugat  melampirkan  Surat  Keterangan

Ghoib  Nomor:  450.6/281-Kesos/2021  yang dikeluarkan  oleh  Kepala

Kelurahan  Kedaung,  Kecamatan  Pamulang,  Kota  Tangerang  Selatan,

Provinsi Banten tertanggal 08 September 2020;

6.    Bahwa  akibat  tersebut  di  atas  Penggugat   merasa  tidak

sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  rumah  tangga  dengan  Tergugat dan

selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah  lahir dan bathin

karenanya  Penggugat  berkesimpulan  satu-satunya  jalan  keluar  yang

terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
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7.    Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8.    Bahwa  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim  segera  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (XXXXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider  :  

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  maka  mohon  untuk  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

           Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

dengan pengumuman melalui Radio yang dibacakan di persidangan, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674064201770011, tanggal

22  Mei  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten  yang  telah

dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/25/IV/2016, tanggal 18

April  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Banjasari,  Kabupaten  Lebak  telah  bermeterai  cukup  dan

telah  di-nazegellen, yang  oleh  Ketua  Majelis,  setelah  diteliti  dan

dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda (P.2);

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1.  Saksi  1,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

karyawan  swasta,  tempat  kediaman  di  XXXXXXXXX,  kota

Tangerang  Selatan,  Provinsi  Banten,  dibawah  sumpahnya

memberikan  keterangan  tentang  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat  sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  namanya  Adinata  (suami

Penggugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
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- Bahwa setelah  perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Kuming Kp. Bulak Barat RT. 007 RW.

001  Kelurahan  Kedaung,  Kecamatan  Pamulang,  Kota  Tangerang

Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak

awal  nikah,  karena   satu  hari  setelah  pernikahan  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  tidak  diketahui  alamatnya  sampai

sekarang  sudah lebih dari 5 tahun;

- Bahwa  Penggugat dan keluarganya ada mencari Tergugat, tetapi

tidak berhasil mendapatkan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat, karena

alamatnya tidak diketahui;

2. Saksi  2,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Ibu

rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Tangerang

Selatan,  Provinsi  Banten,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan  tentang  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  namanya  Adinata  (suami

Penggugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

- Bahwa setelah  perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Kuming Kp. Bulak Barat RT. 007 RW.

001  Kelurahan  Kedaung,  Kecamatan  Pamulang,  Kota  Tangerang

Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak

awal  nikah,  karena   satu  hari  setelah  pernikahan  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  tidak  diketahui  alamatnya  sampai

sekarang  sudah lebih dari 5 tahun;

- Bahwa  Penggugat dan keluarganya ada mencari Tergugat, tetapi

tidak berhasil mendapatkan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat, karena

alamatnya tidak diketahui;

Bahwa  Penggugat   telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan  gugatan Penggugat   adalah

sebagaimana  terurai di atas;

            Menimbang,  bahwa dari  posita  gugatan  Penggugat  telah  jelas

menunjukan  sengketa  perkawinan  dan  dengan  didasarkan  kepada  dalil

Penggugat  sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti

berupa  P.1  (  Fotokopi  KTP atas  nama Penggugat  )  bermeterai  cukup,  dan

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis

Penggugat di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan yang merupakan

wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai

kekuatan  yang  sempurna  dan  mengikat;   maka  dengan  didasarkan  kepada

ketentuan pasal  49 ayat  (1) hurup a dan pasal  73 ayat  (1)  Undang-undang

nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa

berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  gugatan

Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat yang dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksa secara verstek;

      Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar kerena

tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut sama dengan tidak

menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide

Subekti :  Hukum Pembuktian halaman 11) dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR.

Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini

akan berakibat  putusnya ikatan perkawinan yang di  dalam Islam dipandang

sebagai  sesuatu  yang  amat  luhur  dan  sakral  serta  karena  alasan  yang

dikemukan  Penggugat  adalah  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran,  maka

sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  kepada  Penggugat  tetap  dibebankan  pembuktian  yaitu  dengan

menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat pada angka

1,  2,  3, 4, 5, 6 dan 7,  Penggugat  telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua)

orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  di  muka  sidang  sebagaima

termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan   Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  28  Februari  2016,  tercatat  pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjasari, Kabupaten Lebak sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan cukup,  sesuai  Pasal  Pasal  165 HIR  juncto

Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2  Penggugat, sudah dewasa, berakal

sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145

ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7  adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  ayat  (1)  HIR;  sehingga  keterangan  saksi  tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1)  dan Pasal

172  HIR.;sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  Saksi  1  dan  Saksi  2

Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri   sah  yang

menikah pada  tanggal 28 Februari 2016, tercatat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Banjasari, Kabupaten Lebak  dan sampai sekarang

belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah  perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Kuming Kp. Bulak Barat RT. 007 RW.

001  Kelurahan  Kedaung,  Kecamatan  Pamulang,  Kota  Tangerang

Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak

awal  nikah,  karena   satu  hari  setelah  pernikahan  Tergugat  pergi
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meninggalkan  Penggugat  dan  tidak  diketahui  alamatnya  sampai

sekarang  sudah lebih dari 5 tahun;

- Bahwa  Penggugat dan keluarganya ada mencari Tergugat, tetapi

tidak berhasil mendapatkan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat, karena

alamatnya tidak diketahui;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  semenjak  awal  pernikahan  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat   telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi kedua pihak akan hidup

rukun dalam rumah tangga;

- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;

- Bahwa  pihak  keluarga  tidak  bersedia  lagi  untuk  merukunkan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

berlangsung  selama  5  tahun,  Tergugat  yang  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat  dan  selama  perpisahan  tersebut  mereka  tidak  pernah  lagi  ada

komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal

ini  merupakan  indikasi  adanya  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  yang  sangat  menciderai  keutuhan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  patut  disimpulkan  bahwa  perselisihan

Penggugat  dengan  Tergugat  masih  berlangsung  dan  sudah  bersifat  terus

menerus;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal

18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
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perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah

tangga,  tidak  perlu  dilihat  dari  pihak  mana  datangnya  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan

itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang,  bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  mencapai  tujuan  pernikahan

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yakni  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah, yang sejiwa dengan  firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah

Surah ar-Rum ayat 21 : 

في                إن ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون    لقوم ليات ذلك

Artinya:   Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

          Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan

membawa  maslahat,  bahkan  akan  menimbulkan  mudarat  yang  lebih  besar,

karena  sejatinya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dimungkinkan

untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan

Penggugat  tidak  mau  kembali  lagi  hidup  bersama  dengan  Tergugat  yang

apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai  oleh Penggugat dan

tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar

rukun  kembali  bersama  Tergugat  telah  meyakinkan  Majelis  bahwa  rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  telah pecah (Irretrievable  breakdown)   dan

sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt) sehingga

perceraian  adalah  jalan  keluar  terakhir  yang  lebih  kecil  mudlaratnya
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dibandingkan  dengan  membiarkan  status  perkawinannya  terkatung-katung

tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan

yang lebih besar  maka jalan terbaik  adalah memutuskan ikatan perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah

ushul fiqh yang berbunyi :

المصالح        جلب علي م مقد المفاسد رء د

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga

gugatan   Penggugat  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana

tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan

Penggugat dapat  dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri  (qabla dukhul),  dan berdasarkan

catatan  perkawinan  dalam  bukti  P  antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum

pernah bercerai,  oleh karena itu  talak Tergugat  pada Penggugat  yang akan

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat  (2)  huruf  a  Kompilasi  Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak

ba'in sughra;

 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1.     Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2.     Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; 

3.    Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat

(XXXXXXXXX); 

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Asnita   sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Ulyati  R,  M.H  dan  Drs.  H.  Shobirin,

S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  H. Ahmad

Muhtadin, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Dra. Ulyati R, M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00 
2. Proses Rp75.000,00 
3.

 4. 
Panggilan
PNBP panggilan

Rp450.000,00
Rp20. 000,000

5. Redaksi Rp10.000,00 
5. Meterai Rp10.000,00 

Jumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah).
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